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ABSTRAK
Tugas negara tidak hanya ‘mengatur ketertiban’; tidak juga memelihara
kepentingan warga negaranya yang hanya diserahkan kepada usaha rakyatnya
sendiri. Tugas negara, menurut Notonagoro, memelihara semua kepentingan,
termasuk kepentingan perseorangan. Negara memelihara kepentingan umum dan
kepentingan warga negaranya. Hubungannya dengan ‘negara hukum’, melalui
cara spekulatif-teoretis, Notonagoro menempatkannya sebagai pangkal, pedoman,
dan petunjuk. Negara ada dan hadir untuk manusia. Manusia yang membentuk
dan menetukan tugas negara. Isi dari negara adalah kumpulan manusia-manusia.
Oleh karena itu sifat-sifat dan keadaan-keadaan penyelenggaraan negara harus
sesuai dengan sifat-sifat dan keadaan-keadaan manusia. Sifat-sifat dan keadaan-
keadaan manusia tertuang dalam pikiran atau gagasan Notonagoro, yaitu
monopluralis. Manusia monopluralis memiliki tiga sifat dasar, melekat ada dan
hadir dalam diri manusia (1) kedudukan kodrat manusia, sebagai pribadi berdiri
sendiri dan sebagai mahluk Tuhan; (2) Susunan kodrat manusia, terdiri dari jiwa
(unsurnya akal atau cipta untuk tujuan kebenaran; rasa untuk tujuan keindahan
jiwa; serta karsa untuk tujuan kebaikan jiwa) dan jasmani; (3) Sifat kodrat
manusia, sebagai mahluk individu dan mahluk sosial. Negara Indonesia sebagai
negara hukum, lebih tepatnya Notonagoro menyebutnya sebagai ‘negara hukum
monodualis’, yaitu negara yang berdua-tunggal sifat, negara yang terdiri dari atas
perseorangan yang bersama-sama hidup untuk memenuhi baik kepentingan dan
kebutuhan akan kesejahteraan serta kebahagiaan perseorangan dan kebutuhan
akan kesejahteraan dan kebahagiaan bersama.
Kata Kunci: Negara hukum, negara hukum monodualis, manusia monopluralis.
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A. PENDAHULUAN
Secara umum konsep mengenai ‘negara hukum’ sudah banyak dijadikan
dan dan dipilih oleh negara-negara di dunia. Demikian pula kajian dan
perdebatannnya di kalangan para ahli mendapat banyak perhatian. Namun
dihubungkan dengan konteks ke Indonesiaan, apakah konsep ‘negara hukum’
sesuai? Seorang tokoh hukum hukum Indonesia, Notonagoro mencoba
menawarkan konsep gagasan tentang negara hukum plus yaitu ‘negara hukum
monodualis’.
Penelitian ini berawal dari pemikiran bahwa pikiran-pikiran Notonagoro,
khususnya berkaitan dengan hukum sangat minim. Setidaknya ada tiga alasan
kenapa hal itu terjadi: (1) Notonagoro lebih banyak dikutip pikiran-pikirannya,
yang berkaitan dengan topik Pancasila atau ilmu filsafat. Penstudi filsafat lebih
banyak mengutip gagasan dan pikiran Notonagoro dibanding penstudi hukum; (2)
Notonagoro mendapat guru besar di bidang filsafat hukum dan pengantar ilmu
hukum namun kurang dikenal dilingkungan penstudi hukum.1 Kiprah Notonagoro
lebih banyak dibahas oleh pestudi filsafat. Pikiran Notonagoro di bidang hukum
sebatas gagasan-gagasanya tentang staaatfundamentalnorm atau hal-hal di bidang
agraria; (3) cara penyampaian pikiran-pikiran Notonagoro yang sedikit sulit untuk
dipahami karena cara penyampaiannya (mungkin) lebih filosofis. Hampir pada
semua buku, paper, dan tulisan-tulisan lainnya hampir sama model penulisannya
menggunakan kalimat-kalimat yang panjang dan sulit dimengerti.
Pada penelitian ini, peneliti meneliti pikiran dan gagasan Notonagoro yang
sebagian besar berfokus pada soal-soal pokok kenegaraan. Gagasan dan ekplorasi
pikiran-pikirannya pada hakekat, sifat, asal, dan tujuan, tugas pekerjaan negara.
Penentuan berbagai sikap dan ketegasan Notonagoro tentang objek-objek yang
ditulisnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Pikiran-pikiran Notonagoro lebih relevan lagi pasca diamandemennya
Undang Undang Dasar. Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun
1945 (selanjutnya akan disebut dengan UUD NRI Tahun 1945) awalnya,
1Notonagoro, Pancasila Dasar Filsafat Negara Republik Indonesia , Universitas Gadjah
Mada, Yogyakarta, hlm. 23.
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berdasarkan sistematikanya, terdiri dari tiga bagian dan penamaan, yaitu:
Pembukaan (Preambule), Batang Tubuh dan Penjelasan. 2 Setelah perubahan
(amandemen), bagian-bagian dan penamaan UUD NRI Tahun 1945 terdiri dari
dua bagian, yaitu: Pembukaan dan pasal-pasal (sebagai pengganti istilah Batang
Tubuh). Adapun untuk bagian Penjelasan telah dihilangkan dengan pertimbangan
bahwa seluruh ketentuan pokok yang tercantum dalam Penjelasan sudah
diakomodir dalam bagian pasal-pasal.3 Selain itu, penghapusan bagian Penjelasan
juga dimaksudkan guna menghindari kesulitan dalam menentukan status bagian
Penjelasan dari sisi sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan.
Diadopsinya ketentuan tentang ‘negara hukum’ dalam Pasal 1 ayat (3)
UUD NRI Tahun 1945, sebelumnya hanya diatur pada bagian Penjelasan UUD
1945 sebelum perubahan pada dasarnya tidak dibarengi dengan penjelasan
lanjutan akan makna negara hukum itu sendiri. Berbeda halnya pada saat
pengaturan istilah negara hukum dalam UUD 1945 sebelum perubahan yang
ditempatkan pada bagian Penjelasan, tepatnya pada bagian Sistem Pemerintahan
Negara yang secara langsung menegaskan bahwa Negara Indonesia berdasar atas
hukum (rechtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat).
Konsepsi tentang negara hukum selalu berkiblat pada dua tradisi hukum
berbeda, yaitu common law system dan civil law system. Keduanya memiliki ciri
serta aspek penekanan yang berbeda antara satu dengan lainnya. Kemudian, apa
sesungguhnya makna negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat
(3) UUD NRI Tahun 1945. Apakah negara hukum dalam pengertian common law
system atau civil law system atau negara hukum dalam versi lain menurut tradisi
hukum yang berkembang di Indonesia. Persoalan inilah yang akan menjadi bagian
objek dalam penelitian ini.
2Janpatar Simamora, “Tafsir Makna Negara Hukum Dalam Perspektif Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No. 3, 2014,
hlm. 14.
3Steven Arthur Sumuan, “Validitas Konstitusi dan Amandemen Dalam Negara Republik
Indonesia”, Jurnal Lex Administratum, Vol. III, No. 8, Okt. 2015,  hlm. 21.
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Pada konsep “Indonesia ialah negara yang berdasar atas hukum
(reschtsstaat), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (machtsstaat tentu lebih
mudah memahami bahwa negara hukum sebagaimana dimaksud dalam UUD
1945 adalah negara hukum yang mengarah pada konsep hukum rechtsstaat yang
lahir dari konsep hukum Eropa Kontinental. Namun pasca perubahan undang-
unang dasar, ketidakjelasan membutuhkan kajian lebih mendalam agar kemudian
tidak terbuka ruang penafsiran yang beragam terhadap makna negara hukum itu
sendiri. Dalam konteks inilah gagasan Notonagoro tentang ‘negara hukum
monodualis menarik untuk dipertimbangkan. Adapun dua masalah yang menjadi
fokus artikel ini, yaitu: (1) Bagaimana Pemikiran Notonagoro tentang hukum pada
umumnya dan Gagasannya tentang ‘negara hukum monodualis’?; (2) Apa kritik
terhadap pemikiran Notonagoro tentang gagasan ‘negara hukum monodualis’, jika
dibanding konsep negara hukum yang ada ?
Tulisan ini bersifat deskriptif analitis, menggambarkan apa adanya
konsep-konsep hukum, khususnya ‘negara hukum monodualis’ dari berbagai
karya Notonagoro dianalisis dari aspek yuridis serta historis. Metode pemikiran
karya-karya ilmiah Notonagoro digali dengan cara pikirir logikal deduktif. Karena
objek penelitian ini adalah pikiran tokoh yang tersebar pada beberapa karya
ilmiahnya maka dikategorikan sebagai salah satu jenis penelitian kualitatif. 4
Tujuannya, untuk mencapai suatu pemahaman tentang ketokohan (dalam hal ini
Notonagoro) pada komunitas ahli hukum dan dalam bidang ilmu hukum,
khususnya tentang negara hukum monodualis.
Sebagai jenis penelitian kualitatif, studi tokoh juga menggunakan metode
sebagaimana lazimnya dalam penelitian kualitatif, yakni dokumentasi dan catatan-
catatan perjalanan 5 hidup Notonagoro. Desain penelitian ini dalam beberapa
literatur lebih dikenal dengan nama desain penelitian historic/ historical setting.6
Desain historis/ sejarah merupakan desain yang digunakan peneliti untuk
4Jenis penelitian kualitatif ini berkembang sejak era 1980’an. Lihat, Mudjia Rahardjo,
Sekilas Tentang Study Tokoh Dalam Penelitian, Tri Bhakti, Bandung, 2010, hlm. 12.
5Muhammad Natsir, Ilmuwan Muslim Sepanjang Sejarah, Mizan, Bandung, 1995, hlm.
32.
6Aji Damanhuri, Metodologi Penelitian Mu’amalah, STAIN Ponorogo Press, Ponorogo,
2010, hlm. 46-47.
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menjawab masalah yang berhubungan dengan peristiwa dan perkembangan
pemikiran yang terjadi dimasa lalu. Data-data yang ada kemudian dikumpulkan
sebanyak-banyaknya oleh peneliti yang ingin mengkaji hasil pemikiran
Notonagoro dengan kacamata dan sudut pandangnya serta korelasinya dengan
kejadian yang sama namun terjadi pada masa yang jauh berbeda.7
Kesalahan umum yang sering terjadi, adalah mencari tokohnya dulu.
Padahal, yang seharusnya dilakukan lebih dulu oleh peneliti adalah menentukan
bidang keilmuan lebih dulu. Setelah itu diidentifikasi siapa saja tokoh yang ada di
bidang itu untuk selanjutnya dipilih siapa di antara tokoh tersebut yang paling
menonjol. Ukuran ketokohan seseorang adalah banyaknya karya ilmiah yang
dihasilkan, pandangan masyarakat secara umum dengan menghimpun informasi
sebanyak-banyaknya tentang tokoh tersebut dari berbagai sumber. Data yang
diperoleh bisa diketahui dari kajian atas karya-karyanya, buku, teori, pidato, dan
kuliah-kuliahnya.8
Varian metode dan jenis penelitian kualitatif, studi tokoh untuk menggali
pikiran dan pandangan Notonagoro dalam bidang ilmu hukum. Oleh karena itu,
mengingat pentingnya penelitian tokoh dalam salah satu jenis penelitian, maka
penelitian ini juga harus memenuhi unsur-unsur penelitian ilmiah sehingga
menghasilkan data dan hasil yang objektif dan akurat.
Kegiatan penelitian dilakukan dengan menempuh langkah pokoh sebagai
berikut: (1) perencanaan, yang mencakup penyusunan/penyiapan rancangan
penelitian serta instrumen pengumpulan data; (2) pengumpulan data, yang datanya
dapat diperoleh dari bahan/dokumen tertulis; (3) pengolahan analisis data, yang
dilakukan secara kualitatif; (4) penyusunan laporan, baik laporan lengkap maupun
laporan singkat.9
Alur dalam desain penelitian studi tokoh ini dapat digambarkan dalam
gambar berikut ini:
7Mohammad Kasiram, Metodologi Penelitian Kualntitatif- Kualitatif, UIN Malang Press,
Malang, 2008, hlm. 54.
8Muhammad Nurhakim, Metodologi Studi Islam, Universitas Muhammadiyah Malang
Press, Malang, 2005, hlm. 27.
9Anton Bakker, Metodologi Penelitian Filsafat, Kanisius, Yogyakarta, 2002, hlm. 27.
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B. PEMBAHASAN
Jika ditarik pada akar sejarah yang paling jauh, konsepsi pemikiran tentang
‘negara hukum’ dalam sejarah dimulai sejak Magna Charta 1215, khususnya Bab
12 yang menyebutkan “No aid to be levied without the permission of the Great
Council (parliament). Bab ini menegaskan batu tonggak bahwa Raja tidak dapat
memungut pajak tanpa dukungan Parlemen. Pada bab 39 dengan tegas
disebutkan:10
“No freeman shall be arrested, or detained in prison, or deprived of his
freehold, or outlawed, or banished, or in any way molested; and we (the
barons) will not set forth against him, nor send against him, unless by the
lawful judgment of his peers (social equals) and by the law of the land
(Tidak ada warga negara dapat ditangkap, ditahan, dipenjara, atau
kehilangan hak miliknya, atau dilarang, atau dibuang, dianiaya atau dengan
cara apapun; dan kami (para Bangsawan) tidak akan menetapkan sendiri,
atau melawan sesukanya, terhadap putusan-putusan dan segala kepemilikan,
kecuali oleh keputusan yang sah dari kesepakatan para bangsawan
(kesamaan perlakuan sosial) dan oleh hukum negara)”.
Magna Carta telah membatasi kekuasaan Raja, Ia tidak dapat lagi melakukan
seperti yang ia harapkan secara sesukanya namun harus mematuhi undang-
undang. Hal ini sebagai penanda awal monarki terbatas di Inggris, yang pada saat
itu Perancis bergerak menuju monarki absolut, dimana raja memiliki kekuasaan
penuh. Pada abad ke-XVII, perbincangan tentang negara hukum mulai serius
dilakukan. Lahirnya pemikiran tentang negara hukum adalah sesungguhnya tidak
dapat dilepaskan dari adanya tindakan sewenang-wenang yang digulirkan oleh
penguasa kala itu. Bahkan kemudian, konsepsi negara hukum dipandang sebagai
bentuk reaksi atas tindakan sewenang-wenang yang dilakukan penguasa.
Konsep ‘negara hukum’ sering dipadankan dengan berbagai istilah yang
berbeda-beda seperti the rule of law atau rechtsstaat. Di negara-negara Eropa
10Magna Carta and the Rule of Law 1215, bahan diunduh dari “Magna Carta: The Most
Enduring Symbol of the Rule of Law”, diunduh dari Utah Bar Journal, Vol. 28, No. 1, 2015.
Dokumen Historical
setting
Dokumen
Penemuan Rekonstruksi
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Kontinental, konsep negara hukum disebut dengan istilah rechtsstaat. Istilah ini
merupakan istilah bahasa Belanda yang bermakna sejajar dengan istilah rule of
law di negara-negara Anglo Saxon. Melalui cara spekulatif-teoretis11, Notonagoro
berkontemplasi tentang gagasan ‘negara hukum’. Berawal dari mengindentifikasi
tugas negara, yaitu tidak hanya ‘mengatur ketertiban’; tidak juga memelihara
kepentingan warga negaranya yang hanya diserahkan kepada usaha rakyatnya
sendiri. Tugas negara, demikian Notonagoro, yaitu memelihara semua
kepentingan, termasuk kepentingan perseorangan. Negara memelihara
kepentingan umum dan kepentingan warga negaranya.12
Hubungannya dengan ‘negara hukum’, melalui cara spekulatif-teoretis,
Notonagoro menempatkannya sebagai pangkal, pedoman, dan petunjuk. Negara
ada dan hadir untuk manusia. Manusia yang membentuk dan menetukan tugas
negara. Isi dari negara adalah kumpulan manusia-manusia. Oleh karena itu sifat-
sifat dan keadaan-keadaan penyelenggaraan negara harus sesuai dengan sifat-sifat
dan keadaan-keadaan manusia. Sifat-sifat dan keadaan-keadaan manusia tertuang
dalam pikiran atau gagasan Notonagoro, yaitu monopluralis. Manusia
monopluralis memiliki tiga sifat dasar, melekat ada dan hadir dalam diri manusia
(1) kedudukan kodrat manusia, sebagai pribadi berdiri sendiri dan sebagai mahluk
Tuhan; (2) Susunan kodrat manusia, terdiri dari jiwa (unsurnya akal atau cipta
untuk tujuan kebenaran; rasa untuk tujuan keindahan jiwa; serta karsa untuk
tujuan kebaikan jiwa) dan jasmani; (3) Sifat kodrat manusia, sebagai mahluk
individu dan mahluk sosial.
11Cara pandang spekulatif-teoretis bermuara pada filsafat spekulatif atau teoretis yaitu
filsafat yang bersifat objektif yakni ilmu demi ilmu. Lawannya ialah filsafat praktis yaitu filsafat
yang memberi pedoman untuk bertingkah laku. Kebenaran spekulatif-teoretis berlaku bagi setiap
orang, sebab kebenaran ini merupakan asas-asas pengertian umum (bukan kebenaran yang
diperoleh melalui penyimpulan. Lawannya ialah kebenaran praktis, yang tidak berlaku bagi semua
orang. Kebenarannya sesuai dengan kekhususan dan detail berbeda untuk setiap orang. Lihat,
Sumaryono, Etika dan Hukum: Relevansi Teori Hukum Kodrat Thomas Aquinas, Kanisius, 2002,
Yogyakarta, hlm. 124.
12 Notonagoro, “Pemboekaan Oendang-Oendang Dasar 1945”, Pidato Dies Natalis,
Universitas Airlangga Pertama, 10 November 1955, hlm. 50.
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1. Kontribusi Notonagoro
Profesor Notogoro pada salah satu tulisannya menyatakan bahwa sebagai
seorang manusia, pengetahuannya hanya sedikit saja dibanding dengan keadaan
dan kenyataan tentang realitas, termasuk kebenaran, yang begitu dalam dan luas
dan tak terhingga, dan kekuasaan manusia perseorangan hanya begitu sedikit.
Pada bagian lainnya ia juga menyatakan bahwa apa yang telah dipikirkannya
sebagai upaya  atau suatu percobaan dan hasilnya baru sebatas sebagai kesimpulan
sementara, yang masih perlu dilanjutkan pembahasannya.13
Mengawali kajian terhadap pikiran-pikiran Profesor Notonagoro terhadap
kepedualian sekaligus apresiasi terhadap disiplin keilmuan, dikutip beberapa
pendapat beliau. Pernyataan Prof. Notonagoro berikut:14
“Didalam filsafat hukum, didalam ilmu hukum, di dalam ilmu negara dan
ilmu pegetahuan pada umumnya inti-isi yang tunggal itulah yang terutama
perlu diketemukan, ialah dalam bentuk umum kompromi, lebih jauh dari
itu didalam sifatnya yang umum kolektif (empiris), lebih lanjut dari itu lagi
ialah dalam sifatnya umum yang abstrak (spekulatif)”
Pernyataan lain dari Prof. Notonagoro sebagai berikut:15
“...saya anjurkan kepada Saudara-saudara yang terhormat para Profesor
ahli filsafat, ilmu hukum, ilmu negara untuk meninjau kembali inti-isi
Mukadimah Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1945 menurut proses
tersusunnya Proklamasi Kemerdekaan Rakyat Indonesia, ...”
Notonagoro sebagai ahli filsafat hukum, dikukuhkan menjadi ilmuwan
pertama yang mendekati falsafah negara Pancasila secara ilmiah. Ia berupaya
13 W.A. Rachman, “Risalah Perundingan Tahun 1957, Jilid VII. Sidang ke-III (Tahun
1957), Rapat ke-71 (lanjutan). Hari Rabu, 27 November 1957” dalam  Lampiran VIII.
Notonagoro, “Pemboekaan Oendang-Oendang Dasar 1945”, Pidato Dies Natalis, Universitas
Airlangga Pertama, 10 November 1955, hlm. 104.
14 W.A. Rachman, “Risalah Perundingan Tahun 1957, Jilid VII. Sidang ke-III (Tahun
1957), Rapat ke-71 (lanjutan). Hari Rabu, 27 November 1957” dalam  Lampiran VIII.
Notonagoro, “Pemboekaan Oendang-Oendang Dasar 1945”, Pidato Dies Natalis, Universitas
Airlangga Pertama, 10 November 1955, hlm. 116.
15Soedijono Djojoprajitno, “Risalah Perundingan Tahun 1957, Jilid VII. Sidang ke-III
(Tahun 1957), Rapat ke-71 (lanjutan). Hari Rabu, 27 November 1957” dalam  Lampiran VIII.
Notonagoro, “Pemboekaan Oendang-Oendang Dasar 1945”, Pidato Dies Natalis, Universitas
Airlangga Pertama, 10 November 1955, hlm. 117.
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menginterpretasi ideologi negara. Titik sentral analisis berfokus pada substansinya
dengan mengacu pada terma dasar (1) Tuhan; (2) manusia; (3) satu; (4) rakyat;
dan (5) adil. Cara pendekatan terhadap Pancasila pada ranah atau area abstrak,
umum, universil. Pendekatan demikian dilakukan melalui tiga teori.16
Notonagoro berkontribusi memberikan jalan tengah untuk kembali ke
UUD 1945 di era zaman Pemerintahan Presiden Soekarno. Pernyataan untuk
kembali ke UUD 1945, disampaikan Notonagoro pada Seminar Pancasila dan
kemudian menjadi memorandum ilmiah Universitas Gadjah Mada. Soekarno,
orang yang paling berkuasa saat itu, memang menutup seminar tanpa
berkomentar. Namun pada tanggal 15 Juli 1959 sejarah mencatat, ia mencetuskan
Dekrit yang memberlakukan kembali UUD 1945.
Banyak pihak mengenang Notonagoro sebagai sosok yang rendah hati dan
ilmuwan sejati. Melalui ilmu yang digelutinya, Notonagoro memberi banyak
kontribusi terhadap tatanan hukum di Indonesia. Pendekatan yang digunakan
mengkombinasikan ilmu filsafat dan ilmu hukum. Ia selalu konsisten dalam
kajian-kajiannya sampai pada substansi, dan melupakan tujuan-tujuan jangka
pendek. Notonagoro meninggalkan perdebatan lewat sejumlah karya tulisnya
seputar Pancasila dalam kurun waktu tahun 1951-1970.
Kekaguman akan sosok Professor Notonegoro tiada henti oleh zaman.
Meski pun sangat memahami filsafat Barat, namun ia tetap berpegang pada
keutamaan nilai-nilai luhur Pancasila, dan tidak menjadikan filsafat Barat sebagai
pengajaran yang utama. Karena itu, perlu untuk meneladani semangat yang
dimilikinya.
Kiprah dan kontribusi Notonagoro dimulai di Solo, perguruan tinggi yang
sudah dibuka yaitu Balai Pendidikan Ahli Hukum, hasil kerjasama Kementerian
Pendidikan, Pengajaran,dan Kebudayaan dengan Kementerian Kehakiman.
(berdiri 1 November 1948 terpaksa batal diresmikan. Bersamaan dengan itu,
Notonagoro memimpin panitia pendirian perguruan tinggi swasta di Solo
bersama-sama Koesoemadi, S.H., dan Hardjono, S.H. Ia juga turut berkontribusi
16Rizal Mustansyir, “Notonagoro Sebagai Homo Significans Atas Ideologi Pancasila”,
Jurnal Filsafat, Vol. 39, No. 1, April 2006, hlm. 15.
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mendirikan Sekolah Tinggi Hukum Negeri. Panitia ini menyarankan agar Balai
Pendidikan Ahli Hukum digabung saja dengan Sekolah Tinggi Hukum Negeri
untuk melakukan efisiensi. Usul tersebut diterima Pemerintah. Hal ini tertuang
dalam Peraturan Pemerintah No. 73 tahun 1948 yang menyebutkan bahwa Balai
Pendidikan Ahli Hukum digabungkan ke dalam Sekolah Tinggi Hukum Negeri.
Menurut Prof. Dr. M. Sardjito, Sekolah Tinggi Hukum Negeri Solo ini
akan diresmikan tanggal 28 Desember 1948 tetapi, sembilan hari sebelum
peresmian Belanda menyerbu ke wilayah Republik Indonesia. Apa boleh buat,
perjuangan menentang Belanda menjadi prioritas. Akibatnya, sekolah tinggi ini
layu sebelum menguntum dan terpaksa bubar sebelum diresmikan. Sebulan
kemudian, tepatnya tanggal 3 Desember 1949, dibuka pula Fakultas Hukum di
Yogyakarta. Fakultas ini merupakan pindahan Sekolah Tinggi Hukum Negeri
Solo. Orang yang berjasa dalam pemindahan ini adalah Prof. Notonagoro.17
Prof. Notonagoro telah menghasilkan beberapa naskah ilmiah, mulai dari
yang bersifat umum; khusus di bidang hukum, bidang pendidikan, bidang mental,
dan bidang Agraria. Adapun rincian karya-karya ilmiah Notonagoro:18
No. Judul Bidang Tahun
“Pancasila Dasar Filsafat Negara
Republik Indonesia”
Umum 1951
“Pembukaan Undang-Undang Dasar
1945 Pokok Kaidah Fundamentil
Negara”
Umum 1955
“Pembahasan Ilmiah Mengenai Susunan
Pemerintah Negara Republik Indonesia”
Umum 1958
“Berita Pikiran Ilmiah Tentang
Kemungkinan Jalan Keluar dari
Kesulitan Mengenai Pancasila Sebagai
Dasar Negara Republik Indonesia”
Umum 1959
“Persiapan Menjadi Ahli yang Berilmu
Pengetahuan dan Susila”
(Berdasarkan Kuliah-Kuliah Filsafat
Tahun 1952-1954).
Umum 1955-1960
“Tujuan Pendidikan Nasional atas Dasar
Pancasila”
Pendidikan 1959
17Heri Santosa, “Sejarah Singkat Berdirinya UGM”, Khazanah  Buletin Kearsipan Arsip
Universitas Gadjah Mada, Vol. 5 , No. 2, Juli 2012, hlm. 30-32.
18Lampiran “Uraian” dalam Dies Natalis I, Universitas Pancasila Jakarta, 18 November
1967, hlm. 58-60.
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“Pikiran-Pikiran  Tentang Perundang-
undangan Mengenai Pendidikan (1959-
1960)”
Pendidikan
“Filsafat Pendidikan Nasional
Berdasarkan Pancasila”
(Himpunan Kuliah-Kuliah 1962-1964)
Pendidikan
“Pribadi Ahli Hukum”
(Berdasarkan Kuliah-Kuliah Pengantar
Ilmu Hukum Tahun 1950-1952)
Hukum 1954
“Catatan-Catatan Kuliah Filsafat
Hukum (1951-1953)”
Hukum
“Tertib Hukum Indonesia atas Dasar
Pancasila”
Hukum 1959
“Catatan-Catatan tentang Asas Hukum
& Politik Agraria (1951-1955)”
Hukum
“Pedoman Research Agraria di Jawa
Timur/ Jawa Tengah”
Hukum 1955
“Prasaran Seminar Agraria” Hukum 1958
“Tentang Politik Agraria dan
Pembangunan Agraria di Indonesia atas
Dasar Pancasila”
Hukum 1957
“Sumbangan Bagi Pembentukan
UndangUndang Pokok Agraria No. 5
Tahun 1960”
Hukum 1958-1959
Notonagoro juga pernah ditugaskan Pemerintah waktu itu untuk mempersiapkan
dan menyusun Rancangan Undang-Undang Pokok Agraria.19
2. Pemaknaan Konsep Manusia Monopluralis dan Adil serta Beradab
Notonagoro berpendapat setiap produk hukum yang berlaku perlu
penyesuaian dengan etik (norma kebaikan) hukum yang umum. Hukum yang
khusus bagi Indonesia, harus sesuai dengan keadaan kepentingan dan kebutuhan
di dalam masyarakat hendaknya mempunyai corak pedagogis. Karakter pedagogis
itu bersifat memberi petunjuk atau pedoman. 20 Setiap produk hukum harus
memiliki dasar kolektif dengan tetap mengandung corak privat.21 Pendapat yang
19 Dinyatakan dalam Sambutan  Sekretaris Jenderal Dalam Negeri, Soenandar
Prijosoedarmo pada salah buku yang karya Notonagoro. Lihat,  Notonagoro, Politik Hukum dan
Pembangunan Agraria di Indonesia, Bina Aksara, Jakarta, 1984, hlm. v.
20Notonagoro, Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia , Bina Aksara,
Jakarta, 1984, hlm. 1.
21Notonagoro, Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia , Bina Aksara,
Jakarta, 1984, hlm. 3.
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sebaliknya, dicontohkan  Notonagoro dengan menujuk hukum agraria Belanda
yang dianggapnya memiliki corak privat namun mengandung corak kolektif. Sifat
privat pada hukum agraria Barat (Belanda) terdapat pada hak eigendom salah
satunya.22
Mengimplementasi politik hukum dilakukan melalui empat hal: 23 (1) etik
(norma kebaikan) hukum (umum dan khusus) berfungsi sebagai pedoman atau
alat pengukuran; (2) keadaan, kebutuhan, dan kepentingan dalam masyarakat
sebagai pegangan; (3) bentuk dan isi hukum; serta pelaksanaannya.  Untuk
mempermudah pemahaman dari gagasan Notonagoro ini jika dibagankan adalah
sebagai berikut: 24
Notonagoro membuat contoh pemodelan di atas saat menyusun hukum
agraria baru guna mengganti hukum agraria peninggalan Belanda. Etik (norma
kebaikan) hukum (khusus) di Indonesia merujuk pada Pembukaan UUD;
Pancasila; dan Undang-Undang Dasar. Mukadimah Undang-Undang Dasar
Sementara tahun 1945 (termasuk didalamnya Pancasila) merupakan penjelmaan
atau realisasi Proklamasi tanggal 17 Agustus 1945 dan bukan sebaliknya.25
22Hak eigendom ialah pemilikan perorangan yang ‘penuh dan mutlak’, disamping domein
varklaring (pernyataan domain) atas pemilikan tanah oleh negara. Hukum perdata Barat bertitik
tolak dari pengutamaan kepentingan pribadi (individualistis liberalistis), sehingga pangkal dan
pusat pengaturan terletak pada eigendom-recht (hak eigendom). Lihat, Edwin, “Eigendom Sebagai
Alat Bukti Yang Kuat Dalam Pembuktian Kepemilikan Tanah Pada Hukum Tanah Indonesia’
Penelitian, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, Juni 2012,
hlm. 23.
23Notonagoro, Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia , Bina Aksara,
Jakarta, 1984, hlm. 11.
24Notonagoro, Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia , Bina Aksara,
Jakarta, 1984, hlm. 11-12.
25Soedijono Djojoprajitno, “Risalah Perundingan Tahun 1957, Jilid VII. Sidang ke-III
(Tahun 1957), Rapat ke-71 (lanjutan). Hari Rabu, 27 November 1957” dalam  Lampiran VIII.
Notonagoro, “Pemboekaan Oendang-Oendang Dasar 1945”, Pidato Dies Natalis, Universitas
Airlangga Pertama, 10 November 1955, hlm. 117.
Politik hukum
etik kebutuhan
bentuk dan isi pelaksanaan
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Konsep monopluralis manusia memiliki tiga sifat dasar yang melekat ada
dan hadir di dalam diri manusia, yaitu: (1) susunan kodrat manusia, yang terdiri
dari jiwa (yang terdiri dari: a. akal atau cipta; b. rasa; dan c. karsa). dan jasmani;26
(2) sifat kodrat manusia, sebagai mahluk individu dan mahluk sosial; dan (3)
kedudukan kodrat manusia, sebagai pribadi berdiri sendiri dan sebagai mahluk
Tuhan.27 Monopluralis pada manusia dijadikan sebagai titik tolak alur pemikiran
dalam hubungannya dengan negara.28
Unsur-unsur kodratiah monopluralis manusia di atas sifatnya bhineka
tunggal atau majemuk tunggal.29 Kodratiah manusia sebagai mahluk monopluralis
ini menjadi dasar sekaligus acuan pemikiran terhadap konsep negara hukum.30
Semua unsur-unsur itu harus sama-sama diperhatikan dan dipelihara tanpa kecuali
dalam kesatuan yang seimbang dan harmonis. 31 Teori kodrat monopluralis
manusia berhubungan dengan tujuan hidup berupa kebahagiaan sempurna.
Penafsiran atau ulasan tentang hidup manusia monopluralis merupakan pandangan
yang rasional mengenai hidup dan dunia.32
Kedudukan kodrat manusia, sebagai diri pribadi yang merdeka,
mempunyai kebebasan dalam menentukan tindakannya, tetapi hidup manusia
26Akal atau cipta untuk tujuan kebenaran; rasa untuk tujuan keindahan jiwa; dan karsa
untuk tujuan kebaikan jiwa. Lihat, Notonagoro, Pancasila Secara Ilmiah Populer, Op. Cit, hlm.
14. Manusia sebagai mahluk jasmani bermakna makhluk alamiah (naturwesen) yang merupakan
bagian dari alam dan oleh karena itu memiliki sifat-sifat dan tunduk kepada hukum yang alamiah
pula. Sebagai makhluk alamiah, manusia mempunyai kebutuhan-kebutuhan tertentu. Ia
membutuhkan makanan agar badannya tetap segar dan sehat, membutuhkan hiburan, dll. Lihat,
Achmad Dardiri, “Urgensi Memahami Hakekat Manusia”, Makalah, Universitas Negeri
Yogyakarta, 2012, hlm. 6-7.
27 Hakekat pribadi mengandung sifat-sifat yang tetap, terdiri atas sifat-sifat hakekat
kemanusiaan (sifat-sifat kemanusian yang abstrak universal). Hakekat pribadi itu disebut
kepribadian. Lihat, Notonagoro, Pancasila Secara Ilmiah Populer, Op. Cit., hlm. 197. Manusia
sebagai mahluk Tuhan berpedoman pada homo religiosus. Manusia hidup dalam suatu alam yang
sakral, penuh dengan nilai-nilai religius dan dapat menikmati sakralitas yang ada serta tampak
pada alam semesta. Alam semesta mencakup alam materi, alam tumbuh-tumbuhan, dan manusia.
Pengalaman dan penghayatan akan Yang Suci mempengaruhi, membentuk, dan ikut menentukan
corak serta cara hidupnya manusia. Lihat, M. Sastrapratedja (Ed.), Manusia Multi Dimensional:
Sebuah Renungan Filsafat, Gramedia, Jakarta, 1983, hlm. 38.
28Achmad Charris Zubair, Op. Cit., hlm. 67.
29Notonagoro, Pancasila Secara Ilmiah Populer, Op. Cit., hlm. 108.
30Achmad Charris Zubair, Loc. Cit, hlm. 67.
31Notonagoro, Pancasila Secara Ilmiah Populer, Op. Cit., hlm. 105.
32Koento Wibisono, “Mutiara-Mutiara Terpendam Yang Diwariskan Notonagoro di Bidang
Filsafat Pancasila”, dalam Notonagoro, Pengantar Ke Alam Pemikiran Kefilsafatan Notonagoro,
Yayasan Pembangunan Fakultas Filsafat, Yogyakarta, 1981, hlm. 6.
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tidak mungkin lepas dari persoalan dan kesatuannya dengan alam. Ia merupakan
bagian dari alam dan Tuhan dan tidak mungkin menghindar dari fakta tersebut
karena manusia mempunyai kodrat sebagai mahluk Tuhan.33
Manusia mengakui adanya zat yang mutlak (Tuhan), pangkal segala yang
ada dan terjadi di dunia (sangkan paraning dumadi). Insan yang berkesadaran
dzikir dan pikir. Dzikir akan mengembangkan penghayatan keberagamaan sebagai
hamba Allah, kemampuan pikir akan mengembangkan ilmu sebagai mahluk yang
berakal.34 Susunan kodrat (jiwa dengan unsurnya: (a) Akal atau cipta yang tertuju
kepada kebenaran; (b) rasa yang tertuju pada keindahan jiwa; (c) karsa yang
tertuju kepada kebaikan jiwa, dan kejasmanian dengan unsur benda mati organis,
tumbuh-tumbuhan, dan hewan).
Notonagoro memberi makna istilah adil dan beradab di dalam sila kedua
Pancasila, oleh Notonagoro dimaknai dengan rasa kemanusiaan yang adil
terhadap diri sendiri, terhadap sesama manusia, terhadap Tuhan atau causa prima.
Disini terkandung prinsip perikemanusiaan atau internasionalisme dan
terlaksananya penjelmaan dari pada unsur-unsur hakekat manusia, jiwaraga, akal-
rasa-kehendak serta sifat kodrat perseorangan dan makhluk sosial. Semua ini
dikarenakan kedudukan kodrat pribadi berdiri sendiri dan makhluk Tuhan Yang
Maha Esa sebagai causa prima dalam kesatuan majemuk-tunggal (monopluralis),
itu adalah dalam bentuk dan penyelenggaraan hidup yang bermartabat setinggi-
tingginya.35
3. Tertib Hukum
Tertib hukum menurut Notonagoro susunan bersifat hirarkis. 36 Adapun
susunan tingkatannya adalah sebagai berikut:37
33Achmad Charris Zubair, Op. Cit, hlm. 76.
34Achmad Charris Zubair, Ibid, hlm. 77.
35Notonagoro, Pancasila Secara Ilmiah Populer, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 99-100.
36Notonagoro, “ Beberapa Hal Mengenai Pancasila: Pengertian Inti-Isi-Mutlak Daripada
Pancasila Dasar Falsafah Negara, Pokok Pangkal Pelaksanaannya Secara Murni dan
Konsekuwen”, Pidato, Dies Natalis I Universitas Pancasila, 18 November 1967, hlm. 20.
37Notonagoro, “ Beberapa Hal Mengenai Pancasila: Pengertian Inti-Isi-Mutlak Daripada
Pancasila Dasar Falsafah Negara, Pokok Pangkal Pelaksanaannya Secara Murni dan
Konsekuwen”, Pidato, Dies Natalis I Universitas Pancasila, 18 November 1967, hlm. 20.
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Prof. Notonagoro memberi istilah atau sebutan lain terhadap ‘pokok
kaidah negara fundamental’ yaitu ‘norma hukum pokok’.38 Salah satu jasa dari
Notonagoro yang sampai saat ini masih digunakan adalah melafalkan konsep
Pancasila sebagai staatfundamental negara Republik Indonesia yang hingga kini
masih digunakan oleh para praktisi dan para ahli dari berbagai bidang kehidupan
bangsa.39
Kedudukan ‘pokok kaidah negara yang fundamental’ atau ‘norma hukum
yang pokok’ secara hakiki dalam pandangan Notonagoro bersifat ‘tetap’, ‘kuat’,
dan ‘tidak berubah’ bagi negara yang dibentuk. Notonagoro menggunakan kata
lain sifat yang ‘tetap’, ‘kuat’, dan ‘tidak berubah’ itu dengan frasa ‘dengan jalan
hukum sekalipun tidak dapat diubah’, berikut penegasannya:40
“Norma hukum yang pokok...atau pokok kaidah fundamental daripada
negara itu, dalam hukum mempunyai hakekat dan kedudukan yang tetap,
38 Sebenarnya Notonagoro menyebut kedua istilah itu dengan sebutan ‘pokok kaidah
negara yang fundamental’ dan ‘norma hukum yang pokok’. Dengan mempertimbangkan bahwa
secara substansi tidak kehilangan makna, maka istilah tersebut oleh Peneliti disesuaikan kaidah
bahasa Indonesia. Lihat, Notonagoro, “ Beberapa Hal Mengenai Pancasila: Pengertian Inti-Isi-
Mutlak Daripada Pancasila Dasar Falsafah Negara, Pokok Pangkal Pelaksanaannya Secara Murni
dan Konsekuwen”, Pidato, Dies Natalis I Universitas Pancasila, 18 November 1967, hlm. 20.
39 Sambutan Rektor UGM, Prof. Dr. Sofian Effendi, MPIA pada kegiatan Seminar
Nasional mengenang Satu Abad Kelahiran Prof. Notonagoro dengan tema “Kontekstualisasi dan
Implementasi Pancasila Dalam Berbagai Aspek Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”,
Yogyakarta, 1 Februari 2006.
40Notonagoro, “ Beberapa Hal Mengenai Pancasila: Pengertian Inti-Isi-Mutlak Daripada
Pancasila Dasar Falsafah Negara, Pokok Pangkal Pelaksanaannya Secara Murni dan
Konsekuwen”, Pidato, Dies Natalis I Universitas Pancasila, 18 November 1967, hlm. 20-21.
Dasar Pokok bagi Undang-Undang Dasar
Hukum Dasar yang Tidak Tertulis
Undang-Undang Dasar
Convention
Terpisah
Staatsfundamentalnorm
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kuat dan tak berubah bagi negara yang dibentuk dengan lain perkataan
dengan jalan hukum tidak lagi dapat diubah”.
Elemen atau unsur mutlak ‘pokok kaidah negara yang fundamental’ atau
‘norma hukum yang pokok’, mencakup: (1) segi terjadinya; (2) segi isinya. Dari
segi terjadinya, ‘pokok kaidah negara yang fundamental’ ditentukan oleh
‘pembentuk negara’ dan terjelma dalam ‘pernyataan lahir’ atau ‘ijab kabul’. Dari
segi isinya, ‘pokok kaidah negara yang fundamental’ memuat ‘cita-cita
kerohanian’ negara dan ‘cita-cita atau tujuan’  negara.41 Untuk mempermudah
pemahaman paparan di atas, berikut disajikan bagannya:
Cita-hukum (rechtsidee) yang digagas Notonagoro. 42 Teori cita-hukum
kemudian dikembangkan dan dikuatkan oleh A. Hamid S. Attamimi43, B. Arief
Sidharta,44 dan Shidarta dalam format cita-hukum Indonesia, yaitu Pancasila.45
Nilai-nilai yang terdapat di dalam Pancasila bertolak dari keyakinan bahwa alam
semesta dengan segala isinya (termasuk manusia) merupakan keseluruhan ciptaan
41 Notonagoro menggunakan istilah lain untuk ‘pernyataan lahir’ yaitu ‘ijab kabul’.
Demikian pula untuk istilah ‘cita-cita kerohanian’ yaitu ‘asas kerohanian negara’ atau ‘asas politik
negara’ atau ‘cita-cita negara’. Lihat, Notonagoro, “ Beberapa Hal Mengenai Pancasila: Pengertian
Inti-Isi-Mutlak Daripada Pancasila Dasar Falsafah Negara, Pokok Pangkal Pelaksanaannya Secara
Murni dan Konsekuwen”, Pidato, Dies Natalis I Universitas Pancasila, 18 November 1967, hlm.
20-21.
42Notonagoro, “Tentang Kemungkinan Jalan Keluar Dari Kesulitan Mengenai Pancasila
Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia”, Makalah, Seminar Pancasila, Universitas Gajah
Mada, 17 Pebruari 1959, hlm. 19.
43 A. Hamid S. Attamimi, Peranan Keputusan Presiden Republik Indonesia Dalam
Penyelenggara Pemerintahan Negara , Disertasi, Pascasarjana UI, Jakarta, 1990, hlm. 308.
44 Benard Arief Sidharta, Ilmu Hukum Indonesia: Upaya Pengembangan Ilmu Hukum
Sistematik Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat, Genta Publishing, Yogyakarta,
2003, hlm. 96. Almarhum Profesor Benard Arief Sidharta adalah guru besar filsafat hukum di
Fakultas Hukum Universitas Parahyangan.
45Myrna A. Safitri, Op. Cit., hlm. 4. Dr. Sidharta saat ini adalah Ketua Program Studi Ilmu
Hukum Universitas Bina Nusantara.
Unsur Mutlak
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Tuhan yang terjalin secara harmonis. 46 Kehadiran manusia dikodratkan dalam
kebersamaan, sekalipun memiliki kepribadian unik yang membedakan satu sama
lain. Pribadi-pribadi unik manusia diwujudkan menjadi suatu kesatuan oleh
‘kemanusiaan’. 47 Tiap manusia harus mengakui, memelihara, dan melindungi
sifat-sifat kemanusiaan. Struktur keberadaan manusia dalam perspektif Pancasila
ialah ‘kebersamaan dengan sesamanya di dunia’.
Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam mengupayakan ilmu.
Pancasila juga sebagai asas dan pendirian yang menguatkan penentuan sikap
dalam penelitian dan pendapat dalam ilmu.48 Ilmu berlandaskan dan bertitik
tolak pada Pancasila, dan Pancasila dipandang mampu memberikan penyelesaian
masalah-masalah pokok ilmu dalam hal teori.49
Pancasila yang berkedudukan sebagai ‘cita-hukum’ sekaligus sebagai
‘pengembanan hukum (rechtsbeoefening)’.50 Pancasila merupakan suatu proposisi
yang dicita-citakan, bahkan diniscayakan, untuk menjadi kekuatan normatif yang
Moerdiono mengklasifikasi tiga tataran nilai dalam Pancasila mencakup: 1) ‘nilai dasar’ yaitu
suatu nilai yang bersifat abstrak dan tetap. Nilai tersebut melintasi ruang dan waktu. Nilai dasar
bersifat umum serta kebenarannya bersifat aksiomatik; 2) ‘nilai instrumental’ yaitu suatu nilai
yang bersifat kontekstual. Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai dasar untuk kurun
waktu tertentu serta kondisi tertentu; dan 3) ‘nilai praksis’ yaitu nilai yang terkandung dalam
kenyataan sehari-hari, berupa cara bagaimana melaksanakan atau mengaktualisasikannya.
Driyarkara memberikan kontribusi pada transformasi nilai-nilai Pancasila dalam format kategori
tematis (berupa konsep, teori) menjadi (1) kategori imperatif (berupa norma-norma) dan (2)
kategori operatif (berupa praktik hidup). Lihat, Mulyono, “Dinamika Aktualisasi Nilai Pancasila
Dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara”, artikel diunduh dari eprints.undip.ac.id. Bahan
diunduh tanggal 4 Mei 2016.
47Myrna A. Safitri, Op., Cit., hlm. 97.
48Notonagoro, Pancasila Dasar Falsafah Negara , Op. Cit., hlm. 6
49 Koento Wibisono, “Mutiara-Mutiara Terpendam Yang Diwariskan Notonagoro di
Bidang Filsafat Pancasila”, Op., Cit., hlm. 5.
Istilah ‘cita-hukum (rechtsidee)’ merupakan gagasan, rasa, dan cipta (bukan ‘cita-cita hukum’
yang maknanya keinginan atau harapan). Lihat, A. Hamid S. Attamimi, “Peranan Keputusan
Presiden Republik Indonesia Dalam Penyelenggara Pemerintahan Negara”, Op. Cit., hlm. 308.
Istilah ‘pengembanan hukum (rechtsbeoefening)’, sebagaimana dinyatakan Myrna A. Safitri,
diperkenalkan Shidarta pada FGD Pancasila dan Pendidikan Tinggi Hukum yang diselenggarakan
oleh Epistema Institute bekerjasama dengan Pusat Studi Pancasila Universitas Gadjah Mada, 6
Desember 2012. Lihat, Myrna A. Safitri, Op., Cit., hlm. 4. Pengembangan hukum menurut Myrna
meliputi aspek teoretis dan praktis. Aspek teoretis pengembangan hukum bertujuan memahami
hukum secara ilmiah, metodis-sistematis dan logis rasional. Hukum diposisikan sebagai sebuah
disiplin, yang meliputi filsafat hukum, teori hukum dan ilmu hukum atau dogmatika hukum.
Aspek praktis dari pengembanan hukum meliputi pembentukan hukum, penemuan hukum, dan
bantuan hukum.
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dapat menggerakkan kehidupan bernegara. 51 Pancasila, khususnya sila kedua,
tidak hanya sebagai cita-hukum, namun menjadikan nyata dalam laku berhukum.
Pancasila mempunyai sifat dasar kesatuan  yang mutlak, berupa sifat kodrat
manusia dalam kenyataan yang sewajarnya, ialah sifat perseorangan sekaligus
mahluk sosial dalam kesatuan yang bulat dan harmonis (ketunggalan,
monodualis).52 Pancasila hadir dalam seluruh aspek pengembanan hukum serta
segala kegiatan berkenaan dengan ada dan berlakunya hukum hubungannya
dengan topik penelitian ini.
Cita-hukum berisi nilai-nilai di dalam filsafat Pancasila53. Nilai merupakan
makna yang secara inheren terdapat pada hubungan susila dan spiritual antar
manusia. Nilai-nilai diejawantahkan atau diwujudkan ke dalam norma-norma.
Dengan demikian hukum di setiap negara merupakan bagian integral dari nilai-
nilai yang hidup di negara itu. 54 Asas perikemanusiaan dalam Pancasila
memperhatikan sifat zat manusia sebagai diri sendiri (individualistis atau atomis)
sekaligus makhluk sosial (kolektif atau organis). 55 Konsep dan nilai
‘kemanusiaan’ bermakna ‘kesesuaian dengan hakekat manusia’.56
Pribadi manusia merujuk pada hakekat manusia yang tersusun dari tubuh
dan jiwa. Bagi manusia, soal ketuhanan tidak dapat terhindarkan karena
kemanusiaan bersangkut paut dengan tujuan hidup. Tuhan dan kemanusiaan
menjadi asas batin. Disamping itu tidak ada tempat bagi persatuan Indonesia yang
tidak berperikemanusiaan dan tidak mengenal Tuhan, tidak mempunyai corak
demokratis serta tidak menyelenggarakan keadialan sosial.57
51Myrna A. Safitri, Op., Cit., hlm. 3.
52Notonagoro, Pancasila Secara Ilmiah Populer, Op. Cit., hlm. 197.
53Filsafat Pancasila mengandung maksud perpektif ilmu filsafat hubungannya dengan
Pancasila sebagai objeknya. Lihat, Koento Wibisono, “Filsafat Pancasila”, dalam C.S.T Kansil,
Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, Pradnya Paramita, Jakarta, 1983, hlm. 369. Koento
Wibisono berpandangan bahwa pendekatan filsafati memberi uraian mengenai pertanyaan ilmiah
tentang ‘apa’. Isinya berupa pengetahuan tentang substansi, hakekat, atau inti-isi-mutlak dari
objeknya yakni Pancasila.
S. Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 7.
Notonagoro, “Pidato Pada Promosi Honoris Causa Dalam Ilmu Hukum Dilakukan oleh Senat
Universitit Negeri Gadjah Mada Terhadap P.Y.M. Ir. Soekarno Presiden RI”, Naskah Promosi
Honoris Causa, Universitas Gadjah Mada, Yogakarta, tanggal 19 September 1951, hlm. 20.
56Notonagoro, Pancasila Secara Ilmiah Populer, Op. Cit., hlm. 93.
57Notonagoro, “Pembukaan Oendang-Oendang Dasar 1945 (Pokok Kaidah Fundamental
Negara Indonesia”, Op. Cit., hlm. 32-34.
Jurnal Staatrechts Vol. 1 No. 1 2017 (Hlm. 1-33) 19
Pancasila sebagai cita-hukum mengandung nilai-nilai yang berasal dari
dirinya sendiri dan nilai‐nilai tersebut memancar keluar.58 Posisi Pancasila dilihat
sebagai ‘cita hukum’ mengharuskan pembentukan hukum positif untuk mencapai
ide-ide dalam Pancasila, serta dapat digunakan untuk menguji hukum positif.
Ditetapkannya Pancasila sebagai staatsfundamental norm 59 berkonsekuensi,
pembentukan hukum, penerapan, dan pelaksanaannya tidak dapat dilepaskan dari
nilai-nilai Pancasila.60
Cita-hukum memiliki dua aspek. Pertama, cita-hukum dapat menjadi acuan
pada pengujian hukum positif yang berlaku. Kedua, cita-hukum dapat
mengarahkan hukum positif sebagai usaha mengatur tata kehidupan masyarakat
dan bangsa.61 Pancasila bersifat cita-hukum, yaitu ukuran bagi seluruh kegiatan
kenegaraan, kemasyarakatan, dan perorangan. Pancasila sebagai garis pengarah,
pemberi petunjuk untuk menuju arah yang sudah ditentukan.62
Cita-hukum merupakan gagasan dan pikiran yang berkenaan dengan hukum
yang terdiri dari tiga hal, yaitu keadilan, kehasilgunaan, dan kepastian hukum.
Cita-hukum terbentuk dalam pikiran dan sanubari manusia sebagai akumulasi dari
pandangan hidup dan kenyataan kemasyarakatan. Cita-hukum mempedomani
pembentukan, penemuan, dan penyelenggaraan hukum.63
58 Sunoto, Filsafat Pancasila: Pendekatan melalui Metafisika, Logika, dan Etika,
Hinindita, Yogyakarta, 1989, hlm. 116-117.
Secara hierarkis staatsfundamentalnorm menduduki tempat tertinggi dalam konstruksi sistem
norma hukum. Berdasar teori jenjang, kedudukan Staatsfundamentalnorm vital karena merupakan
sumber referensi bagi pembentukan norma dibawahnya. Lihat, Shidarta, “Menilik Kepantasan
Labelisasi Pancasila Sebagai Staatsfundamentalnorm, dalam Sistem Hukum Indonesia”, Digest
Epistema, Vol. 4, 2013, hlm. 18. Pada staatsfundamentalnorm seharusnya dilekatkan suatu bentuk
norma dasar yang didalamnya tercermin cita-hukum (rechtsidee) dan cita-negara (staatsidee). Ibid,
hlm. 21.
60Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa’at, Teori Hans Kelsen Tentang Hukum, Konpress,
Jakarta, 2012, hlm.154.
61Pendapat di atas disampaikan oleh Rudolf Stammler. Lihat,  Roeslan Saleh, “Pembinaan
Cita Hukum dan Penerapan Asas-asas Hukum Nasional” , Majalah Hukum Nasional, No. 1, Pusat
Dokumentasi Hukum BPHN Departemen Kehakiman, Jakarta, 1995, hlm. 50.
62Sunoto, Filsafat Pancasila: Pendekatan melalui Metafisika, Logika, dan Etika , Lok.
Cit., hlm. 116-117.
63 Benard Arief Sidharta, Ilmu Hukum Indonesia: Upaya Pengembangan Ilmu Hukum
Sistematik Yang Responsif Terhadap Perubahan Masyarakat, Op. Cit., hlm. 96. Cita-hukum
Pancasila menurut B. Arief Sidharta pada bukunya, Ibid, hlm. 99, berintikan Ketuhanan Yang
Maha Esa; Penghormatan atas martabat manusia; Wawasan kebangsaan; Persamaan dan
kelayakan; Keadilan sosial; Moral dan budi pekerti luhur; Partisipasi dan transparansi. Garis
bawah dari Peneliti.
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Cita-hukum sebagai dasar yang bersifat konstitutif dan tanpa cita-hukum,
maka hukum akan kehilangan maknanya sebagai hukum. Oleh karena itu, cita-
hukum tidak hanya bersifat tolak ukur yang bersifat regulatif (hanya mengukur
apakah suatu hukum positif adil atau tidak adil).64 Cita-hukum juga berposisi dan
berfungsi setara dengan asas umum. Sifatnya mempedomani, atau sebagai norma
kritik, kaidah evaluasi, serta memotivasi dalam pembentukan, penerapan,
penegakan dan penemuan, serta perilaku hukum.65
4. Kesesuaian Sifat-Sifat dan Keadaan Negara Dengan Sifat-Sifat dan
Keadaan Manusia
Pemahaman negara menurut Profesor Notonagoro, sifat-sifat dan
keadaannya, harus sesuai dengan hakekat manusia.66 Sifat-sifat, keadaan-keadaan
di dalam negara seharusnya sesuai dengan hakekat abstrak atau hakekat jenis
manusia itu. Segala hal pokok kenegaraan (hakekat negara, kekuasaan negara,
tujuan, dan tugas penyelenggaraan negara (baik yang nasional maupun yang
internasional) harus sesuai dengan hakekat abstrak atau hakekat jenis manusia.
Kesesuaian hakekat abstrak atau hakekat negara dengan sifat hakekat
abstrak atau hakekat jenis manusia karena antara negara dengan manusia ada
hubungan sebab akibat. Negara berasal mula dari manusia. Bangsa atau rakyat
terdiri atas manusia, akibatnya negara sudah seharusnya mengandung sifat-sifat
yang terdapat pada manusia, sebagai sebabnya. Sering pada beberapa buku ia
mengutip ungkapan ‘pelimbahan yang kejatuhan air cucuran atap tidak
meninggalkan lanjarannya’.67 Garis besar relasi antara negara dan manusia dalam
pandangan Notonagoro sebagai berikut:
64 Pendapat ini disampaikan Gustav Radbruch. Lihat, Soejono Koesoemo Sisworo, “
Mempertimbangkan Beberapa Pokok Pikiran Pelbagai Aliran Filsafat Hukum Dalam Relasi dan
Relevansinya Dengan Pembangunan/ Pembinaan Hukum Indonesia” , Kumpulan Pidato
Pengukuhan Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, dihimpun oleh
Soekotjo Hardiwinoto, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 121.
65B. Arief Sidharta, Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Op. Cit., hlm. 181.
66Notonagoro, Pancasila Secara Ilmiah Populer, Op. Cit., hlm. 105
67Notonagoro, Pancasila Secara Ilmiah Populer, Ibid, hlm. 106
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Negara Indonesia bukan merupakan negara (lembaga) agama, namun
menerima hukum Tuhan, hukum kodrat, hukum susila yang merupakan sumber
bahan dan sumber nilai bagi negara.68 Di dalam pokok kaidah fundamental negara
ditemukan penyelesaian mengenai berbagai bagi masalah negara yang
memungkinkan penyesuaian tertib negara.69 Seluruh hidup kenegaraan didasarkan
atas, ditujukan kepada, dan diliputi oleh Pancasila.70 Pembukaan UUD 1945 dan
Pancasila mempunyai kedudukan, bentuk, dan isi sebagai dasar kebijakan atau
haluan negara dalam konkretnya.71 Pokok kaidah negara fundamental merupakan
pembentukan dasar, rangka, dan suasana kehidupan negara yang memberikan
batas-batas bagi kebijakan pelaksanaan negara. Hukum Tuhan; hukum kodrat;
hukum etis berturut-turut merupakan sumber materi dan nilai bagi negara. 72
Negara sebagai pelaksana aktif mengambil materi, nilai, bentuk, dan sifat hukum-
hukum itu dan mengejawantahkannya pada hukum positif. Pengambilan dan
pengejawantahan atas dasar unsur-unsur realistis dan relatif dengan
68Mashuri Saleh, “Kesimpulan Seminar Pancasila I  1959 Tentang Prasaran”, dalam
Notonagoro, Pancasila Dasar Falsafah Negara, Pantjuran Tudjuh, Jakarta, hlm. 64.
69Ibid, hlm. 63-64.
70Ibid, hlm. 62.
71Ibid, hlm. 61.
72Notonagoro, “Berita Pikiran Ilmiah Tentang Kemungkinan Jalan Keluar Dari Kesulitan
Mengenai Pancasila Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia” dalam Notonagoro, Op. Cit., hlm.
26.
Negara
Sifat-sifat,
Keadaan,
Hakekat
Asal mula
Manusia
Nasional
Internasional
Sifat-sifat,
Keadaan,
Hakekat
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mempertimbangkan keadaan, kebutuhan, kepentingan, serta tempat dan waktu.73
Negara mengatasi segala golongan, segala paham golongan, mengatasi segala
paham perseorangan.74
Dihubungkan dengan teori ‘kesatuan majemuk tungal’ yang bersifat
organis, maka relasi sila-sila dalam Pancasila dengan bangunan negara ialah
sebagai berikut, sila I serta sila II berfungsi sebagai moral negara; sila III berguna
sebagai dasar negara; sila IV berfungsi sebagai sistem negara; dan sila V berguna
sebagai tujuan negara, jika digambarkan sebagai berikut:
73Notonagoro, “Berita Pikiran Ilmiah Tentang Kemungkinan Jalan Keluar Dari Kesulitan
Mengenai Pancasila Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia”, Ibid,  hlm. 26.
74 Notonagoro, “Lampiran VI Risalah Pembukaan Undang-Undang Dasar Sementara
Tahun 1945”, dalam Notonagoro, Pancasila Dasar Falsafah Negara , Op. Cit., hlm. 103.
Sila I
Ketuhanan Yang Maha Esa;
Sila II
Kemanusia Yang Adil dan
Beradab
Moral
Negara
Sila III
Persatuan Indonesia DasarNegara
Sila IV
Kerakyatan Yang Dipimpin
oleh Hikmat Kebijaksanaan
Sistem
Negara
Sila V
Keadilan Sosial Bagi Seluruh
Rakyat Indonesia
Tujuan
Negara
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Model pendekatan dari kajian Notonagoro tentang Pancasila melalui
perspektif yang ‘abstrak – umum – universil’ merupakan subjek melalui hubungan
ke objeknya (yakni Pancasila) yang terelasikan atau tersambung dengan aktifitas
interpretasi Notonagoro. Pemahaman terhadap terma ‘abstrak’; ‘umum’; dan
‘universil’ berpengaruh bagi Notonagoro saat melakukan penafsiran. Dengan pola
ini terbuka kemungkinan bagi Pancasila untuk ditafsir dengan cara lain.
Tujuan  negara, khususnya tujuan negara Indonesia, menurut Notonagoro
seperti tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasarnya, yaitu kebahagian,
kesejahteraan, dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia
yang merdeka dan berdaulat sempurna. 75 Tugas negara menurut Notonagoro
terbagi menjadi dua, yaitu (1) tugas negatif; dan (1) tugas positif. Tugas negatif
yaitu menyelenggarakan perdamaian. Tugas positif negara, yaitu tugas dalam
segala bidang atau lapangan hidup. Bidang atau lapangan hidup ini menurut
Notonagoro tergantung kepada siapa yang mempunyai kepentingan yang jika
diklasifikasikan terdiri dari:76
Negara dan tertib hukum  Indonesia menurut Notonagoro, disamping
hukum positif diliputi pula dasar kodrat, etis, dan religius:77
75Notonagoro saat itu merujuk pada “Mukadimah” dari UUDS sebagaimana tercantum
dalam Undang-Undang Republik Serikat Nomor 7 Tahun 1950 Tentang Perubahan Konstitusi
Sementara Republik Indonesia Serikat Menjadi Undang-Undang Dasar Sementara Republik
Indonesia.
76Notonagoro, Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia , Bina Aksara,
Jakarta, 1984, hlm. 118.
77Notonagoro, Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia , Bina Aksara,
Jakarta, 1984, hlm. 83.
Tugas Positif Negara
Kepentingan negara,
sebagai negara
Kepentingan umum,
Kepentingan rakyat sebagai kesatuan
Kepentingan perseorangan,
dibantu oleh negara
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Hubungannnya dengan negara, menurut Notonagoro, hukum Indonesia:78
Produk hukum tidak hanya bersifat positif semata, atau hanya berdasarkan
kekuasaan negara. Demikian pula, tidak hanya bersifat empiris, yaitu tidak hanya
mendasarkan diri pada keadaan-keadaan atau pengalaman-pengalaman di
masyarakat. Demikian pula tidak hanya bersifat rasionalis, yaitu tidak hanya
berasal dan ditimbulkan dari dasar pikiran. Adapun kombinasi yang ditawarkan
Notonagoro ialah:
78Ibid, hlm. 84.
Hukum Tuhan
Hukum Kodrat
Hukum Etis
Hukum Positif
Negara tidak hanya bersifat empiris
semata
Negara tidak hanya bersifat  rasionalis
semata
Negara tidak hanya berdasarkan
kekuasaan semata
(tidak hanya bersifat positif)
Hukum Filosofis
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Positivis
Setiap produk hukum yang dibuat bagi negara menurut Notonagoro harus
mempunyai corak yang realistis namun harus melandaskan pada dasar etis, kodrat,
dan Ketuhanan.79 Hukum yang dibentuk tidak didasarkan pada kekuasaan, bahkan
harus menghindarkan diri dari unsur kekuasaan. Pengelolaan negara juga harus
dihindarkan dari unsur kebutuhan masyarakat saja; dari konsepsi berpikir
semuurni-murninya, atau bercorak materialistis. Pengelolaan negara dilepaskan
dari cita-cita yang sempit, namun harus juga didasarkan atau bercorak etis, kodrat,
dan Ketuhanan.80
Negara Indonesia sebagai negara hukum, lebih tepatnya Notonagoro
menyebutnya sebagai ‘negara hukum monodualis’ atau ‘negara hukum
kebudayaan’.81
5. Negara Hukum Monodualis
Negara Indonesia sebagai negara hukum, lebih tepatnya Notonagoro
menyebutnya sebagai ‘negara hukum monodualis’ atau ‘negara hukum
kebudayaan’. 82 Negara hukum monodualis, ‘mono’ adalah satu, dan ‘dualis’
79Notonagoro, Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia, Bina Aksara,
Jakarta, 1984, hlm. 84.
80Notonagoro, Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia , Bina Aksara,
Jakarta, 1984, hlm. 84.
81Notonagoro, Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia , Bina Aksara,
Jakarta, 1984, hlm. 118.
82Notonagoro, Politik Hukum dan Pembangunan Agraria di Indonesia , Bina Aksara,
Jakarta, 1984, hlm. 118.
Hukum Tuhan
Hukum Kodrat
Hukum Etis
Negara
Positivistis
Empiris
Rasionalistis
Reaslistis
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adalah dua. 83 Monodualis terejawantah dalam filosofi negara ‘perseorangan
bersama’, ‘dwi tunggal sifat individu dan mahluk sosial’ dari manusia dalam
kedudukan yang sama dan harmonis dalam segala lapangan.84 Kehidupan negara
berdasarkan atas hukum positif dan terselenggara dalam hubungan kesatuan
dalam bentuk ‘penyesuaian kehidupan kenegaraannya dengan kehakekatan
manusia dan kehidupan manusia sebagai mahluk Tuhan’.85
Keadaan negara harus sesuai dengan hakekat manusia. 86 Sifat-sifat
keadaan-keadaan di dalam negara seharusnya sesuai dengan hakekat abstrak atau
hakekat jenis manusia itu. Segala hal pokok kenegaraan yaitu hakekat negara,
kekuasaan negara, tujuan dan tugas negara, penyelenggaraan negara, baik yang
nasional maupun yang internasional, harus sesuai dengan hakekat abstrak atau
hakekat jenis manusia. Hakekat negara merupakan abstraksi dari hakekat jenis
manusia karena antara negara dengan manusia ada hubungan sebab akibat. Negara
berasal mula dari manusia. Bangsa atau rakyat terdiri atas manusia, akibatnya
negara sudah seharusnya mengandung sifat-sifat yang terdapat pada manusia,
sebagai sebabnya (pelimbahan yang kejatuhan air cucuran atap tidak
meninggalkan lanjarannya). 87 Negara Indonesia bukan merupakan negara
(lembaga) agama, namun menerima hukum Tuhan, hukum kodrat, hukum susila
yang merupakan sumber bahan dan sumber nilai bagi negara.88 Pokok kaidah
fundamental negara sumber bagi penyelesaian mengenai berbagai bagi masalah
negara yang memungkinkan penyesuaian tertib negara.89
83 Notonagoro menyebutkan bahwa hal di atas merupakan hasil yang didapat dan
diusahakan oleh Universitas Gadjah Mada Yogyakarta. Lihat, Notonagoro, Pancasila Secara
Ilmiah Populer, Bumi Aksasra, Jakarta, 1995, hlm. 11.
84Notonagoro, “Berita Pikiran Ilmiah Tentang Kemungkinan Jalan Keluar Dari Kesulitan
Mengenai Pancasila Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia” dalam Notonagoro, Pancasila
Dasar Falsafah Negara, Pantjuran Tudjuh, Jakarta, hlm. 56.
85Notonagoro, “Berita Pikiran Ilmiah Tentang Kemungkinan Jalan Keluar Dari Kesulitan
Mengenai Pancasila Sebagai Dasar Negara Republik Indonesia”, Ibid, hlm. 50.
86Notonagoro, Pancasila Secara Ilmiah Populer, Op. Cit., hlm. 105
87Notonagoro, Pancasila Secara Ilmiah Populer, Ibid, hlm. 106
88 Mashuri Saleh, “Kesimpulan Seminar Pancasila I  1959 Tentang Prasaran”, dalam
Notonagoro, Pancasila Dasar Falsafah Negara , Pantjuran Tudjuh, Jakarta, hlm. 64.
89Ibid, hlm. 63-64.
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Menurut Notonagoro dalam tataran negara hukum monodualis (Indonesia),
disamping hukum positif, terdapat hukum lain yang bermacam-macam, yaitu
hukum Tuhan; hukum kodrat; hukum ethis, hukum filosofis. Keempat macam
hukum tersebut berfungsi untuk mengukur kebaikan hukum positif, termasuk
didalamnya Undang Undang Dasar. (a) Hukum Tuhan, hukum positif menurut
Notonagoro harus betul-betul sesuai dengan aturan-aturan yang berasal dari
Tuhan atau hukum Tuhan. Jika hubungan antara hukum positif dengan hukum
Tuhan digambarkan, adalah sebagai berikut:
Pengujian
(b) Hukum Kodrat, hukum ini merujuk pada turunan dari asas-asas
perikemanusiaan dan perikeadilan. Hukum positif (di Indonesia) harus betul-betul
sesuai dengan aturan-aturan yang berkesesuaian dengan ‘perikemanusiaan dan
perikeadilan’ atau hukum kodrat. Jika hubungan antara hukum positif dengan
hukum kodrat digambarkan, adalah sebagai berikut:
Pengujian
Hukum Positif
hukum Tuhan
Hukum Positif
hukum kodrat
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(c) Hukum ethis, hukum ini oleh Notonagoro sering disebut pula dengan hukum
susila. Hukum ethis merujuk pada kebaikan. Hukum positif (di Indonesia) harus
betul-betul sesuai dengan aturan-aturan yang berkesesuaian dengan hukum
kebaikan atau hukum ethis. Jika hubungan antara hukum positif dengan hukum
ethiss digambarkan, adalah sebagai berikut:
Pengujian
(d) Hukum Filosofis, hukum ini oleh Notonagoro sering disebut pula dengan asas-
asas dasar hukum yang umum abstrak. Hukum positif (di Indonesia) harus betul-
betul sesuai atau berkesesuaian dengan asas-asas dasar hukum yang umum. Jika
hubungan antara hukum positif dengan hukum filosofis digambarkan, adalah
sebagai berikut:
Pengujian
Hukum Positif
hukum ethis
Hukum Positif
hukum filosofis
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Seluruh hal-hal yang telah dinyatakan di atas untuk mempermudah jika
digambarkan sebagai berikut:90
Pengujian
Relasi mengenai hubungan antara ‘negara dan hukum’ dalam pandangan Prof.
Notonagoro dapat dikelompokan menjadi dua era/ waktu. (1) Kajian ‘negara dan
hukum’ didekati melalui ranah filsafat hukum; (2) Kajian ‘negara dan hukum’
didekati melalui ranah ilmu hukum. Kajian-kajiannya pun tidak hanya bersifat
teoretik saja namun dalam praktek hidup kenegaraan dan hukum yang berlaku.91
Notonagoro menegaskan:92
“Negara yang berdua-tunggal sifat, atau istilah ilmiahnya ‘negara
monodualis’ negara yang terdiri dari atas perseorangan yang bersama-sama
hidup untuk memenuhi baik kepentingan dan kebutuhan akan kesejahteraan
serta kebahagiaan perseorangan dan kebutuhan akan kesejahteraan dan
kebahagiaan bersama. Kedua-duanya diselenggarakan dengan tidak saling
mengganggu, jadi di dalam keadaan sama-sama hidup, berdampingan
dengan damai serta tenteram, lagi pula kerjasama.”
90 Menurut pengakuan Prof Notonagoro, pada salah satu tulisannya, hal itu sudah
dipraktikan saat penyusunan Undang Undang No. 5 tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria.
Berikut penjelelasan lain tentang soal ini “Saya sendiri misalnya sudah mulai dengan
menyelenggarakannya terhadap peraturan hukum positif Indonesia yang juga termasuk dalam
lingkungan tugas saya, ialah Hukum dan Politik Agraria yang hasilnya mudah-mudahan akan
dapat berguna”. Lihat, Notonagoro, “Pemboekaan Oendang-Oendang Dasar 1945”, Pidato Dies
Natalis, Universitas Airlangga Pertama, 10 November 1955, hlm. 51.
91 Notonagoro, “Penerbitan Kedua” dalam Notonagoro, Pancasila Dasar Falsafah
Negara, Pantjuran Tudjuh, Jakarta, hlm. 9.
92Notonagoro, Pancasila Secara Ilmiah Populer, Bumi Aksara, Jakarta, 1995, hlm. 142-
143.
Hukum Positif
hukum ethishukum Tuhan hukum kodrathukum filosofis
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Selanjutnya Notonagoro menambahkan:93
“… negara monodualis itu adalah negara yang mencakup seluruh warganya
atau seluruh rakyatnya, dengan lain perkataan adalah ‘negara kerakyatan’
dan oleh karena itu bersifat demokrasi serta demokrasinya  tidak dapat lain
daripada demokrasi monodualis, yang mencakup pula seluruh rakyat. … di
dalam pokoknya hakekat dan sifat negara, kerakyatan dan demokrasi dapat
dikembalikan pada hakekat manusia sebagai dasar mutlak. … kerakyatan
serta demokrasi sebenarnya bukannya suatu suka pilih, tidak tergantung dari
waktu serta keadaan, akan tetapi berpokok pangkal pada hakekat dan sifat
kodrat kemanusiaan.”
Demokrasi yang monodualis selalu merupakan keseimbangan yang dinamis
antaradua sifat kodrat kemanusiaan
C. PENUTUP
Konsekuensi negara hukum monodualis, negara tidak bersifat liberal,
bukan karena kekuasaan belaka, bukan negara materialis, yaitu negara hukum
kebudayaan.94 Tugas negara memelihara ketertiban, keamanan, serta perdamaian.
Pelaksanaan tugas negara wajib mencakup: memelihara kebutuhan dan
kepentingan umum, khusus mengenai kebutuhan dan kepentingan negara sendiri
sebagai negara. Negara memelihara kebutuhan dan kepentingan umum, dalam arti
kebutuhan bersama dari warga negara yang tidak seluruhnya dapat dilakukan
warga negara sendiri.
Negara memelihara kebutuhan dan kepentingan bersama dari warga
negara perseorangan, yang tidak seluruhnya dapat dilakukan oleh warga negara
sendiri dalam bentuk bantuan dari negara; memelihara kebutuhan dan kepentingan
warga negara perseorangan, yang tidak seluruhnya dapat diselenggarakan warga
negara, memelihara seluruh kebutuhan dan kepentingan perseorangan seperti fakir
93Notonagoro, Pancasila Secara Ilmiah Populer, Bumi Aksara, Jakarta, 1995, hlm. 142-
143. Notonagoro menambahkan “…demokrasi individualis, pun juga sifat negara yang organis
sampai diktatur dapat dikembalikan pada sifat kodrat manusia, akan tetapi pokoknya hanya
berlandaskan pada salah satu sifat kodrat, jadi tidak lengkap, sehingga selalu mendapat persaingan
dari sifat kodrat yang lain yang terdesak. …menurut teori serta pengalaman sejarah kemanusiaan
pada suatu saat sifat kodrat manusia yang terdesak itu menjadi cukup kuat dan mampu untuk
menundukkan di di atas yang lain, jadi ini tidak dapat tetap di dalam kedudukannya di dalam
kelamaan masa, karena memanng tidak cocok dengan hakekat kodrat manusia yang sewajarnya.”
Catatan: garis bawah dari penulis.
94Notonagoro, Pancasila Secara Ilmiah Populer, Op., Cit., hlm.16.
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miskin dan anak-anak terlantar. Tidak hanya bangsa Indonesia  yang harus
dilindungi dalam hal ketertiban, keamanan, dan perdamaian namun setiap
manusia.
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